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BERITA DAERAH 
KOTA BEKASI 

 

 
NOMOR : 92                             2021                                     SERI : E      

 

PERATURAN WALI KOTA BEKASI 
NOMOR 92 TAHUN 2021  

 

TENTANG 
 

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA BEKASI 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

WALI KOTA BEKASI, 
 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 

Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 
tentang tentang Pengelolaan dan Kodefikasi Barang Milik 

Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 
Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan 
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 

Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 
Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan 

Keuangan Daerah, maka Peraturan Wali Kota Bekasi 
Nomor 49 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi 
Pemerintah Kota Bekasi perlu ditinjau kembali; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang 

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Bekasi.  

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang 
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 
111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3663); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3851); 
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3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6573); 

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 

tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6573); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang 

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4614); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5272); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6279); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 157); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 
tentang Pengelolaan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 
2083; 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 

tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
1781); 
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19. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2007 Nomor 4 Seri 
A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2015 Nomor 16 Seri 
A); 

20. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 
tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan 

Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 
2016 Nomor 6 Seri E). 

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Nomor :900/BA.1786/BPKAD.AKUN           

tanggal 06 Desember 2021, hal : Rapat Finalisasi Penyusunan 
Peraturan Wali Kota tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah 
Kota Bekasi. 

 MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEBIJAKAN 

AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA BEKASI. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal I 

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah Kota adalah Kota Bekasi. 
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan daerah otonom. 
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi. 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 

lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai penyelenggara Pemerintahan 
Daerah. 

5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka 
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang 
termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan 

hak dan kewajiban tersebut. 
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD 

adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan 

disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan 
Peraturan Daerah. 

7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah 
unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan 
Pemerintahan daerah. 
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8. Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat 
SKPKD adalah perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna 

Anggaran/Pengguna Barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan 
daerah. 

9. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Kepala Daerah 
yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan 
keseluruhan pengelolaan keuangan daerah. 

10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah 
Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan 
bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah. 

11. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang 
bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah. 

12. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna 
anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang 
dipimpinnya. 

13. Pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna barang 
milik daerah. 

14. Kuasa Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diberi kuasa untuk 
melaksanakan sebagian  tugas Bendahara Umum Daerah. 

15. Kuasa Penguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk 

melaksanakan sebagian kewenangan penguna anggaran dalam melaksanakan 
sebagai tugas dan fungsi SKPD. 

16. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK- 

SKPD adalah pejabat  yang melaksanakan fungsi penatausahaan keuangan 
pada SKPD. 

17. Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan yang selanjutnya di singkat PPTK adalah 
Pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan APBD pada SKPD. 

18. Bendahara penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk 

menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan 
mempertanggungjawaban uang untuk keperluan belanja daerah dalam 
rangka pelaksanaan APBD pada SKPD. 

19. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk 
menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahaan dan 

mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam 
rangka pelaksanaan APBD pada SKPD. 

20. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, 

pengklarifikasian, pengikhtisan transaksi dan kejadian keuangan, penyajian 
laporan, serta penginterprestasian atas hasilnya. 

21. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip, dasar, konvensi, 
aturan dan praktik spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Daerah sebagai 
pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan Pemerintah 

Daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam 
rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, 
antar periode maupun antar entitas. 
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22. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat menjadi SAP, 
adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan 

menyajikan laporan keuangan Pemerintah. 
23. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat PSAP, 

adalah SAP yang diberi judul, nomor dan tanggal efektif. 

24. Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah adalah konsep dasar 
penyusunan dan pengembangan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan 
merupakan acuan bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, Penyusunan 

Laporan Keuangan, pemeriksaan, dan penggunaan laporan keuangan dalam 
mencari pemecahan atas sesuatu masalah yang belum diatur dalam 

pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan. 
25. SAP Berbasis Akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, 

utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui 

pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran 
berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD. 

26. SAP Berbasis Kas Menuju Akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, 
belanja, dan pembiayaan berbasis kas, serta mengakui aset, utang, dan 
ekuitas dana berbasis akrual. 

27. Sistem Akuntansi Pemerintahan adalah rangkaian sistematik dari prosedur,  
penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi 
akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan 

dilingkungan organisasi pemerintah. 
28. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih 

entitas akuntansi dan entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan 
perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban 
berupa laporan keuangan. 

29. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/ pengguna 
barang yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan 
keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. 

30. Pengakuan adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu 
kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi 

bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-Laporan 
Realisasi Anggaran, belanja, pembiayaan, pendapatan-Laporan Operasional 
dan beban, sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan entitas 

pelaporan yang bersangkutan. 
31. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan 

memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. 
32. Pengungkapan adalah laporan keuangan yang menyajikan secara lengkap 

informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. 
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BAB II 
MAKSUD DAN TUJUAN 

 
Pasal 2 

 

(1) Maksud Peraturan Wali Kota ini adalah   : 

a. untuk pemilihan Metode Akuntansi atas kebijakan pengakuan dan/atau 
pengukuran di (SAP) yang memberikan beberapa pilihan metode; 

b. untuk pengaturan yang lebih rinci atas kebijakan pengukuran dan/atau 

pengukuran yang ada di SAP; 

c. untuk pengaturan hal-hal yang belum diatur SAP. 

 
(2) Tujuan Peraturan Wali Kota ini adalah menjadi acuan dalam : 

a. penyusunan laporan keuangan dalam menanggulangi masalah akuntansi 

yang belum diatur dalam kebijakan akuntansi; 

b. pemeriksaan dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan 
keuangan disusun sesuai dengan kebijakan akuntansi; 

c. menafsirkan informasi yang disajikan pada laporan keuangan yang 
disusun sesuai dengan kebijakan akuntansi. 

 
BAB III 

RUANG LINGKUP 

 
Pasal 3 

 

(1) Kerangka Konseptual Akuntansi berlaku untuk setiap entitas akuntansi dan 
entitas pelaporan Pemerintah Kota Bekasi, yang memperoleh anggaran 

berdasarkan APBD yang tidak termasuk Perusahaan Daerah. 
 

(2) Kerangka Konseptual Akuntansi mengatur seluruh pertimbangan dalam 

rangka penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Kota Bekasi 
yang meliputi : 

a. peranan dan tujuan pelaporan keuangan; 

b. penggunaan dan kebutuhan informasi; 

c. karakteristik dan kualitatif laporan keuangan; 

d. unsur dan elemen laporan keuangan; 

e. pengakuan unsur laporan keuangan; 

f. pengukuran unsur laporan keuangan; 

g. asumsi dasar; 

h. prinsip-prinsip; 

i. kendala informasi akuntansi; dan 

j. dasar hukum  
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BAB IV  
KEBIJAKAN AKUNTANSI 

 
Pasal 4 

 
(1) Kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah menerapkan SAP Berbasis Akrual. 
(2) Kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah terdiri atas kebijakan akuntansi 

pelaporan keuangan dan kebijakan akuntansi akun. 
(3) Kebijakan akuntansi pelaporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) memuat penjelasan atas unsur-unsur laporan keuangan yang berfungsi 

sebagai panduan dalam penyajian pelaporan keuangan. 
(4) Kebijakan akuntansi akun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengatur 

definisi, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi 
atau peristiwa sesuai dengan Pernyataan SAP atas :  
a. pemilihan metode akuntansi atas kebijakan akuntansi dalam SAP; dan 

b. pengaturan yang lebih rinci atas kebijakan akuntansi dalam SAP. 
 

Pasal 5 
 

(1) Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 4 ayat (3) terdiri dari: 

a. kerangka konseptual; 

b. penyajian laporan keuangan; 

c. laporan realisasi anggaran dan laporan perubahan saldo anggaran lebih; 

d. neraca; 

e. laporan operasional dan laporan perubahan ekuitas; 

f. laporan arus kas; dan 

g. catatan atas laporan keuangan; 

h. laporan keungan konsolidasian. 

(2) Kebijakan Akuntansi Akun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) 
terdiri dari: 
a. kebijakan akuntansi pendapatan Laporan Operasional dan Laporan 

Realisasi Anggaran; 
b. kebijakan akuntansi beban; 

c. kebijakan akuntansi belanja; 

d. kebijakan akuntansi transfer; 

e. kebijakan akuntansi pembiayaan; 

f. kebijakan akuntansi kas dan setara kas; 

g. kebijakan akuntansi piutang; 

h. kebijakan akuntansi persediaan; 

i. kebijakan akuntansi investasi; 

j. kebijakan akuntansi aset tetap; 

k. kebijakan akuntansi konstruksi dalam pengerjaan; 
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l. kebijakan akuntansi dana cadangan; 

m. kebijakan akuntansi aset lainnya; 

n. kebijakan akuntansi kewajiban; 

o. kebijakan akuntansi koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, 

perubahan estimasi akuntansi, peristiwa luar biasa dan operasi yang tidak 
dilanjutkan. 

 

(3) Kebijakan akuntansi pelaporan keuangan dan kebijakan akuntansi akun 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) adalah sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Wali Kota ini. 
 

BAB V 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 6 
 

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 
49 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah 

Kota Bekasi Tahun 2015 Nomor 49 Seri E) sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 95 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Keempat Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 49 Tahun 2015 tentang 
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 
Nomor 95 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 7 
 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali 

Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi. 

 

  Ditetapkan di Bekasi 
pada tanggal  21 Desember 2021 

 
 

WALI KOTA BEKASI, 
 

             Ttd/Cap 
 

RAHMAT EFFENDI 

Diundangkan di Bekasi 

pada tanggal 21 Desember 20212020 

  

   SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI, 
 

                          Ttd/Cap 
 
 

RENY HENDRAWATI 
 

  

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2021 NOMOR 92 SERI  E 
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